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MOTTO
                                 
 
“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang
mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh
sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan
Perkataan yang benar.”
(An-Nisa’ ayat: 9)
Jangan pernah orang-orang baik menarik diri dari kehidupan dunia apabila itu terjadi maka
orang-orang Dzalim yang akan berkuasa.
(Dr. Haidar Nashir, M.Si)
Sebagai hadiah Malaikat menanyakan apakah aku ingin berjalan di atas mega dan aku menolak
karena kakiku masih di bumi sampai kejahatan terakhir dimusnahkan sampai dhuafa dan
mustadh’afin diangkat Tuhan dari penderitaan.
(Daun Ma’rifat Kuntowijoyo)
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Kebersamaan bersama kalian di wadah perjuangan dan pengabdian merupakan momentum
memperjuangkan arti idealisme dan memaknai kehidupan moment itu adalah moment yang
paling indah.
Dengan mengenal kalian semua, hidup menjadi hidup dan lebih berarti
PEDOMAN TRANSLITERASI
Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di fakultas Syari’ah Institut Agama
Islam Negeri Surakarta berdasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.
Pedoman transliterasi tersebut adalah:
1. Konsonan
Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,
sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi
dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya
dengan huruf latin adalah sebagai berikut:
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
ب Ba B Be
ت Ta T Te
ث s\a s\ Es (dengan titik di atas)
ج Jim J Je
ح h}a h} Ha (dengan titik di bawah)
خ Kha Kh Ka dan ha
د Dal D De
ذ Zal z\ Zet (dengan titik di atas)
ر Ra R Er
ز Zai Z Zet
س Sin S Es
ش syin Sy Es dan ye
ص s}ad s} Es (dengan titik di bawah)
ض d}ad d} De (dengan titik di bawah)
ط t}a t} Te (dengan titik di bawah)
ظ z}a z} Zet (dengan titik di
bawah)
ع ‘ain ...’.... Koma terbalik di atas
غ gain G Ge
ف Fa F Ef
ق Qaf Q Ki
ك Kaf K Ka
ل Lam L El
م mim M Em
ن nun N En
و wau W We
ه Ha H Ha
ء hamzah ...’.... Apostrop
ي Ya Y Ye
2. Vokal
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong
dan vokal rangkap atau diftong.
a. Vokal Tunggal
Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya
sebagai berikut:
Tanda Nama Huruf Latin Nama
 َ◌ Fath}ah A a
 ِ◌ Kasrah I i
 ُ◌ Dammah U u
Contoh:
No Kata Bahasa Arab Transliterasi
1 بتك Kataba
2 ركذ Z|ukira
3 بھذی Yaz|habu
b. Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf
maka translierasinya gabungan huruf, yaitu:
Tanda dan Huruf Nama Gabungan Huruf Nama
أ ........ي Fathah dan ya Ai a dan i
أ ..........و Fathah dan wau Au a dan u
Contoh:
No Kata bahasa Arab Transliterasi
1. فیك Kaifa
2. لوح Haula
3. Maddah
Maddah atau vokal yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf
dan tanda sebagai berikut:
Harakat dan Huruf Nama Huruf dan
Tanda
Nama
أ .......ي Fathah dan
alif atau ya
a> a dan garis di atas
أ ........ي Kasrah dan ya i> i dan garis di atas
أ .........و Dammah dan
wau
u> u dan garis di atas
Contoh:
No Kata Bahasa Arab Transliterasi
1. لاق Qa>la
2. لیق Qi>la
3. لوقی Yaqu>lu
4. يمر Rama>
4. Ta Marbutah
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua:
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah
transliterasinya adalah /t/.
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah
itu ditransliterasikan dengan /h/.
Contoh:
No Kata bahasa Arab Transliterasi
1. لافطلأا ةضور Raud}ah al-at}fa>l raud}atul atfa>l
2. ةحلط T}alah
5. Syaddah (Tasydid)
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda
yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut
dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah
itu.
Contoh:
No Kata Bahasa Arab Transliterasi
1. انّبر Rabbana
2. لّزن Nazzala
6. Kata Sandang
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu لا. Namun dalam
transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf
Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan
bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung
mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah
ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.
Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang
mengikuti dan dihubugkan dengan kata sambung.
Contoh:
No Kata bahasa Arab Transliterasi
1. لجّرلا Ar-rajulu
2. للاجلا Al-Jala>lu
7. Hamzah
Sebagaimana telah di sebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof,
namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak
dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut
ini:
No Kata bahasa Arab Transliterasi
1. لكأ Akala
2. نوذخأت ta’khuduna
3. ؤنلا An-Nau’u
8. Huruf Kapital
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam
transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan
untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului
oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan
huruf awal atau kata sandangnya.
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya
memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga
ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.
Contoh:
No Kalimat Arab Transliterasi
1. لوسر لاإ دمحم امو Wa ma> Muhaamdun illa> rasu>l
2. نیملاعلا بر الله دمحلا Al-hamdu lillahi rabbil’a>lami>na
9. Penulisan Kata
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata
tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan denga kata
lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka peulisan kata tersebut dalam
transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau
bisa dirangkaikan.
Contoh:
No Kalimat Bahasa Arab Transliterasi
1.  نإونیقزارلاریخ وھل الله Wa innalla>ha lahuwa khair ar-
ra>ziqi>n/ Wa innalla>ha lahuwa
khairur-ra>ziqi>n
2. نازیملاو لیكلا اوفوأف Fa aufu> al-Kila wa al-mi>za>na/ Fa
auful-kaila wal mi>za>na
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ABSTRAKS
Ahmad Zia Khakim (12.21.2.1.005) ANALISIS Pasal 57 ayat b DI KHI (KOMPILASI
HUKUM ISLAM) TENTANG PEMBOLEHAN POLIGAMI KARENAISTRI
MENYANDANG CACAT, Program Study Hukum Keluarga (Al Akhwal Asyaksiyyah)
Fakultas Syariah, 2017
Fenomena poligami adalah masalah serius dan karena itu wajar saja bila banyak kaum
Perempuan yang meributkannya, Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah tentang
pembolehan poligami karena istri menyandang cacat di KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 57
ayat b sifat penelitian deskriptif analitik.
Penelitian merupakan Pustaka (library Reseach) dengan menggunakan pendekatan
Normatif. Dari aspek yuridis pasal 57 di KHI telah dijelaskan bagaimana saja kriteria yang
diperbolehkan untuk poligami, sehingga peniliti lebih spesifik berupaya untuk menganalisis
Pasal 57 ayat b ada kata cacat di ayat tersebut, yang menuai banyak prespektif dan tafsir. Kapan
sajakah orang dianggap cacat, dan apa saja indikasi orang dikatakan cacat sehingga di
perbolehkan poligami? Bagaimana sejarah munculnya Pasal 57 yang di memperbolehkan
Poligami.
Keeywords; Poligami, Perwinan, Perempuan.
ABSTRACT
Ahmad Zia Khakim (12.21.2.1.005) Article 57 paragraph b ANALYSIS IN KHI
(COMPILATION ISLAMIC LAW) OF The acquisition of Polygamy Because of Wife
disability, Family Law Study Program (Al Akhwal Asyaksiyyah) Faculty of Sharia, 2017
The phenomenon is a serious problem and therefore it is only natural that many women
are making a fuss about it, as it says more than half of Indonesia's population is female.
Therefore, the interest of the majority of women is worth listening to.
The main problem in this thesis is about the permissibility of polygamy for wife
disability in KHI (Compilation of Islamic Law) Article 57 paragraph b nature descriptive
analytic research.Research is Library (library Reseach) by using Normative approach. From the
juridical aspects of article 57 in KHI has described how the criteria are allowed to polygamy, so
the more specific researcher seeks to analyze the existing Article 57 paragraph b defective word
in the verse, which reap many perspectives and interpretations. When are people deemed flawed,
and what are the indications of people being said to be flawed to allow polygamy? How the
history of the emergence of Article 57 which allowed Polygamy.
Keeywords; Polygamy, Perwinan, Woman.
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1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Perkawinan atau pernikahan adalah ikatan lahir dan batin, antara seorang
pria dan wanita dalam suatu rumah tangga berdasarkan kepada tuntutan agama.
Nikah adalah salah satu sendi pokok pergaulan masyarakat, oleh karena itu agama
memerintahkan kepada umatnya untuk melangsungkan pernikahan bagi yang
sudah mampu, sehingga malapetaka yang oleh perbuatan terlarang dapat
dihindari.1
Di Indonesia masalah perkawinan telah mendapat pengaturan dalam
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam ketentuan pasal
1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut perkawinan
diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seoarang wanita
sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang
bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.
Pada pasal 57 mengatur persyaratan keluarnya izin berpoligami dari pengadilan
Agama.
Pasal 57 berbunyi2:
1Iim fahimah, “Mahar dalam Prespektif Islam,” Ahkam Jurnal Hukum Islam,
(Tulung Agung : LP3M STAIN Tulung Agung, 2013), hlm 126.
2Abdul Gani Abdullah, Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum
Indonesia, (Jakarta : Gema Insani Press, 1994), hlm 93.
2Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan
beristri lebih dari seorang apabila:
1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.
Pasal 57 Ayat b ini menuai banyak multitafsir salah satunya adalah Poligami
dibolehkan ketika setelah istri cacat pasca menikah, ada juga prespektif bahwa
poligami dibolehkan sejak awal meskipun istri cacat, jadi ada sesudah dan
sebelum menikah pembolehan poligami dilegalkan oleh Pasal 57 Ayat b, siapa
yang pernah berharap memiliki cacat tentu ini diluar kehendak pribadi manusia.
Sebagaimana dikatakan separuh lebih penduduk Indonesia adalah
perempuan laki-laki per 100 perempuan (BPS) Badan Pusat Statistik. Oleh karena
itu, kepentingan mayoritas perempuan ini pantas didengarkan. Penentangan
poligami secara lantangtelah disuarakan perempuan sejak 1911, dimulai oleh
RadenAjeng Kartini yang merupakan seorang pahlawan nasional, Karena
poligami berdampak pada kekerasan terhadap perempuan dan anak. Karenanya,
poligami tidak dapat ditolerir karena lebih banyak merugikan kaum perempuan.3
Kemajuan-kemajuan yang dicapai pada era globalisasi ternyata tidak
seluruhnya berdampak positif. Permasalahan-permasalahan baru yang mengiringi
tidak jarang mengguncang kehidupan sosial masyarakat. Perubahan-perubahan
yang berlangsung. bahkan sering kita lihat sebagai pemicu dahsyat bagi
3 Siti Hikmah Anas, “Poligami dan kekerasan  Terhadap perempuan,” dalam Yin
YangVol. 2 No 1, Januari-Juni 2007, hlm133.
3pergeseran nilai bahkan sebagai pemicu dahsyat bagi pergeseran nilai-nilai
normatif kehidupan, yang pada nilai normatif kehidupan, yang pada gilirannya
juga menyebabkan makin longgarnya ikatan keluarganya, ikatan keluarga sebagai
simpul yang menentukan baik buruknya kehidupan masyarakat secara umum.
Wanita sebagai pemegang peran paling penting dalam keluarga tentunya, keluarga
tentunya dituntut  untuk tampil prima, agar tugas-tugas dan tanggung jawabnya
yang cukup beratitudapat diembannya dengan baik. Akan tetapi dalam kehidupan
yang semakin sarat akan permasalahan seperti sekarang ini, seorang wanita juga
dituntut kepekaanya didalam memilih cara terbaik untuk menyelesaikan persoalan
yang setiap saat menghampiri, seorang wanita juga dituntut kepekaanya didalam
memilih cara terbaik untuk menyelesaikan persoalan yang setiap saat
membenturkannya.4
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang  masalah diatas, maka dapat disimpulkan
beberapa pokok masalah yang akan diteliti dalam skripsi ini:
Adakah permasalahanterkait pembolehan poligami, karna adanya cacat di
pihak istri di KHI Pasal 57 ayat b?
C. Tujuan Penelitian
Untuk mengetahui Problematikadi KHI pasal 57 ayat b
4Ahmad Muhammad Jamal, Problematika muslimah di era globalisasi, cet
I,(Solo : Pustaka Mantiq, 1995), hlm 1.
4D. Manfaat Penelitian
1. Menambah wawasan keilmuan mengenai penyandang cacat sekaligus
poligami khususnya ke kepada para pembaca dan umat islam umumnya.
2. Membantu mengatasi masalah hukum yang dihadapi umat islam berkenaan
dengan poligami terhadap penyandang cacat.
E. Kerangka Teori
Contoh aktual tentang fiqh kontemporer yang selalu menjadi isu aliran
Neomodernisme Islam.
1. Masalah Hukum Kekeluargaan Muslim (Poligami).
Fazlur Rahman dengan Neomodernismenya berpendapat bahwa Al-Qur’an
sebenarnya dalam menerima poligami hanya bersifat sementara, dan
membuat perbaikan terhadapnya lewat rancangan-rancangan hukum. Secara
moral pada hakekatnya al-quran lebih menuju pada konsep monogami.
Pendapat tersebut beliau kemukakan berdasarkan argumen al-qur’an sendiri
yang tercantum dalam suratdanayatsebagaiberikut:
a. SuratFathirayat 11
                    
                  
     
Artinya:
“Dan Allah menciptakan kamu dari tanah kemudian dari air mani,
kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan (laki-laki dan
perempuan). dan tidak ada seorang perempuanpun mengandung dan
5tidak (pula) melahirkan melainkan dengan sepengetahuan-Nya. dan
sekali-kali tidak dipanjangkan umur seorang yang berumur panjang dan
tidak pula dikurangi umurnya, melainkan (sudah ditetapkan) dalam
kitab (Lauh Mahfuzh). Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah
adalah mudah.” (Q.S Fathir: 11)5
b. Surat Adz Dzariyatayat 49
              
Artinya:
“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu
mengingat kebesaran Allah.”(Q.S  AdzDzariat: 49)6
Dalam salah satu wawancara pada saat kunjungannya ke Indonesia
beliau mengemukakan pendapatnya tentang poligami sebagai berikut:
Beberapa negara, termasuk indonesia, telah mengeluarkan larangan
poligami, kalau tidak mendapat izin dari istri pertamanya. Saya senang hak
wanita dilindungi. Islam memang tidak melarang poligami, tapi tidak
memudahkannya. Apa mudah berbuat adil terhadap istri-istri?.
Beliau juga menyatakan bahwa Al-Qur’an sendiri jelas mengungkapkan
tentang kemustahilan bagi suami dapat berlaku adil kepada istri-istrinya
meski ia sangat menginginkannya sebagaimana tercantum dalam surat an
Nisa’ ayat 129:
5 Depag, Al Qur’an Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka, Tangerang Selatan, 2011, hlm
436.
6Ibid, hlm 523.
6                      
                      

Artimya:
“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-
isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu
janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga
kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan
perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya
Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”(Q.S An Nisa: 129)7
Berdasarkan ayat tersebut Fazlur Rahman berbendapat bahwa;
“secara jelas kitab suci itu menyatakan bahwa adalah mustahil mencintai
lebih dari seorang wanita dalam cara yang sama”. Selanjutnya Fazlur
Rahman menyatakan, memang Al-Qur’an dalam surat An Nisa’:3,
membenarkan adanya poligami, tetapi itu merupakan kebijaksanaan Al-
Qur’an untuk menerima sementara struktur sosial Arab tantang kebiasaan
hidup berpoligami, tetapi pada hakekatnya, ideal moral Al-Qur’an adalah
monogami.
Pendapat Fazlur Rahman (Neomodernisme) tersebut memang secara jelas
bertentangan dengan praktek kesejarahan kaum muslimin selama berabad-
abad serta pandangan fiqh klasik, yang pada umumnya mengakui bahwa
konsep poligami tersebut merupakan sesuatu yang sudah dianggap final
(permanen) oleh para ulama.8
7 Ibid, hlm 100.
8Muhammad Azhar “Fiqh Kontemporer Dalam Pandangan Neomodernisasi”: Cet
I,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm 77.
7F. Telaah Pustaka
Penelitian yang membahas tentang poligami diantaranya telah dilakukan oleh:
1. Skripsi karya Ugeng teguh raharjo yang berjudul. “problem perkawinan
poligami di indonesia analisis terhadap ketentuan poligami dalam hukum
perkawinan”.9 skripsi tersebut menjelaskan konsep poligami yang berkeadilan
dengan mengambil sampel dari berita media cetak maupun elektronik hasilnya
adalah agar poligami dapat dilakukan secara berkeadilan sehingga terwujud
sesuai dengan tujuan poligami.
2. Skripsi karya Muhammad Ikhsanuddin yang berjudul ” upaya mediasi dalam
sengketa poligami di LSM HAM surakarta tahun 2010 tersebut menjelaskan
tentang kasus poligami yang dilaporkan serta upaya mediasi yang dilakukan
oleh LSM sendiri terhadap para pihak yang bersengketa, Hasilnya mampu dan
berhasil melakukan upaya mediasi bagi pihak yang bersengketa poligami.
3. Buku karya M. Syafi’ie dkk yang berjudul “Potret difabel berhadapan dengan
hukum negara” diterbitkan oleh sigap (sasana integrasi dan advokasi difabel)
tahun 2014 berisi tetang pemberlakuan hukum yang berkeadilan secara
khusus untuk para kaum infklusi atau difabel.
G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian dari skripsi ini adalah penelitian pustaka (library reseach)
yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari pustaka, buku-
9 Ugeng teguh raharjo “problem perkawinan poligami di indonesia analisis
terhadap ketentuan poligami dalam hukum perkawinan”, Skripsi (IAIN surakarta 2014).
8buku atau karya-karya yang relevan dengan pokok permasalahan yang
diteliti.
2. Sifat Penelitian,
Bersifat deskriptif analisis komparatif yaitu menggambarkan dan
menguraikan pokok permasalahan yang diteliti secara porporsional kemudian
dibandingkan melalui proses analisis.
3. Pengumpulan Data
a. Dengan cara penelusuran dan mengkaji berbagai buku dan  dokumentasi
yang berkaitan dengan poligami terhadap penyandang cacat sumber data
berupa buku-buku.
4. Analisis Data
Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
a. Deduksi, yaitu menggunakan kaidah, teori dan dalil yang relevan yang
bersifat umum bahwasannya faktor terjadinya poligami itu disebabkan
karena cacat seperti dalam KHI (kompilasi Hukum Islam), dianalisis
dengan data-data yang terjadi di lapangan yang kemudian diakhiri dengan
kesimpulan yang bersifat khusus. Bahwa faktor terjadinya poligami itu
disebabkan istri mengalami cacat)
H. SistematikaPembahasan
Agar skripsi ini lebih mudah dipahami, maka penyusun menyusun sistematikanya
sebagai berikut:
9Bab Pertama, pendahuluan Bab ini merupakan bab pendahuluan yang
berfungsi sebagai pola dasar dari seluruh bahasan yang ada di dalam skripsi ini;
latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian,
kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
Bab kedua, Bab ini merupakan serangkaian yang memuat kerangka teori
yang terdiri dari; Tinjauan umum seputar poligami dan cacat yang meliputi,
pengertian, dasar hukum poligami terhadap penyandang cacat, alasan-alasan
poligami dan macam-macamnya.
Bab ketiga, Bab ini mengemukakan Analisis  (Kompilasi Hukum Islam)
KHI Pasal 57 Ayat b.
Bab ke Keempat, Bab ini membahas Faktor-Faktor yang mendukung
Pembolehan Poligami di KHI Pasal 57  Ayat b.
Bab ke lima, pada Bab ini ditentukan kesimpulan yang merupakanakhir
dari pembahasan, saran-saran yang disampaikan dan penutup.
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BAB II
TINJAUAN UMUM POLIGAMI BAGI PENYANDANG CACAT
A. Pengertian Poligami Bagi Penyandang Cacat
Kata “Poligami” berasal dari bahasa Yunani, polus yang artinya
banyak dan gamein, yang artinya kawin. Jadi, poligami artinya kawin
banyak atau suami beristri banyak pada saat yang sama. Dalam bahasa
Arab, poligami disebut dengan ta’did al-zawjah (berbilangnya pasangan).
Dalam bahasa Indonesia disebut permaduan.
Poligami adalah perkawinan yang dilakukan seorang laki-laki
kepada perempuan lebih dari seorang, apabila perempuan bersuami lebih
dari seorang disebut poliandri.
Menurut ajaran Islam, yang kemudian disebut dengan syariat islam
(hukum Islam), poligami ditetapkan sebagai perbuatan yang dibolehkan
atau mubah. Dengan demikian, meskipun dalam surat An-Nisa’ ayat 3 ada
kalimat “Fankihu”1kalimat amrtersebut berfaedah kepada mubah,  bukan
wajib, dapat direlevansikan dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi, لصلأا
همرتح ىلع لدي تىح ،ةحابلإا ءايشلأا في(asal dari sesuatuitu boleh, kecuali ada
dalil yang mengharamkannya)2 di sebuah buku penulis bernama Rahmat
Hakim mengatakan bahwa dalam syariat Islam, lebihdisukai apabila laki-
1 Kamus Bahasa Arab Mahmud Yunus
2Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, Perkawinan dan Perceraian Keluarga
Muslim, Cet. Ke-1, (Bandung : Pustaka Setia, 2013), hlm. 30-35.
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laki hanya mempunyai seorang istri, bahkan jika mungkin ia tetap
mempertahankannya sampai akhir hayat. Hal tersebut berdasarkan alasan
karena perkawinan yang diajarkan Islam harus menciptakan suasana yang
sakinah, mawadah, warahmah. Suasana yang sulit dilaksanakan
seandainya laki-laki memiliki istri lebih dari seorang. Keadilan sebagai
syarat terciptanya kerukunan di antara istri-istri, sangat sulit untuk
dilaksanakan. Oleh sebab itu, agama ini memperingatkan suami untuk
tidak melakukan poligami dan memilih seorang istri pada saat yang sama.
Dalam hukum islam, poligami dipandang sebagai proses
kepemimpinan seorang laki-laki atau suami dalam rumah tangganya.
Apabila seorang suami yang poligami tidak mampu melaksanakan prinsip
keadilan dalam rumah tangga, ia tidak mungkin dapat melaksanakan
keadilan jika menjadi pemimpin pada masyarakat. Karena nilai-nilai yang
hidup dimasyarakat itu dapat diketahui langsung melalui pengamatan
terhadap kehidupan.3 Sebagaimana jika seorang suami sewenang-wenang
kepada istri-istrinya, sebagai pemimpin akan berbuat kezaliman kepada
rakyatnya. Dalam Al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 34 bukan masalah
poligaminya yang penting, melainkan masalah keadilan dalam
melaksanakan kepemimpinan dalam rumah tangga. Dalam hal itulah
syariat islam memberikan gambaran bahwa poligami dapat dilakukan
sejauh mungkin karena prinsip keadilan. Muhammad Abduh mengatakan
dalam Tafsir Al-Manar yang ditulis oleh Muhammad Rasyid Ridha “
3Satjipto Rahardjo, Pemanfaatan Ilmu-ilmu Sosial bagi Pengembangan Ilmu Hukum,
(Bandung:1987), hlm 188-189.
4Depag, Al Qur’an dan Terjemahannya, CV Penerbit Diponegoro, 2013, hlm 61.
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Meskipun agama islam membuka jalan bagi poligami, tetapi jalan itu
sangat disempitkan, sehingga poligami hanya dapat dibenarkan untuk
dikerjakan dalam keadaan darurat. Oleh karena itu, poligami hanya
diperbolehkan bagi orang-orang yang terpaksa serta meyakini bahwa dia
sanggup berlaku adil.”
Amir Ali mengatakan bahwa secara hukum, Islam membolehkan
poligami tetapi secara al-Qur’an mengarah pada prinsip
monogami.5Perkawinan asalnya adalah seorang suami untuk seorang istri,
sedangkan poligami bukan asal dan bukan pokok, tetapi keluarbiasaan atau
ketidak wajaran yang dapat dilakukan karena kondisi darurat. Maksud dari
darurat adalah adanya alasan-alasan logis yang secara normatif dapat
dibenarkan. Dalam syariat islam poligami disebabkan oleh beberapa hal
yang wajar, yaitu:
1. Terhalangnya reproduksi generatif, misalnya kemandulan
2. Istri tidak berfungsi sebagai istri
3. Suami yang hiperseksual sehingga membutuhkan penyaluran yang
lebih dari seorang istri
4. Jumlah perempuan yag melebihi laki-laki
5. Istri yang menyuruh kepada suaminya untuk poligami
Poligami bukan dimulai oleh adanya Islam yang datang ke bumi.
Sebelum Islam datang, poligami telah dilakukan oleh manusia. Jauh
sebelum Islam lahir, poligami sudah dilakukan oleh semua bangsa, seperti
5 Amir Ali, The Spirit Of Islam, (Delhi:Idarat Adabiah, 1987),hlm 229.
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bangsa Asia, Eropa, Afrika, dan Amerika. Di Jazirah Arab, terkenal tidak
suka melihat anak perempuan yang masih kecil sehingga berusaha
membunuhnya, mereka berlomba-lomba mendapatkan perempuan dewasa
dengan berbagai cara, melalui harta atau kekuasaan. Poligami telah
dijalankan oleh bangsa-bangsa semenjak zaman primitif, bahkan hingga
sekarang. Bangsa Romawi menerapkan peraturan ketat kepada rakyatnya
untuk tidak beristri lebih dari seorang, kaum raja dan bangsawan banyak
memelihara gundik yang tidak terbatas jumlahnya.
Tidaklah disyariatkan suatu perkara oleh Islam melalui Al-Qur’an
maupun Sunnah, melainkan di situ terkandung  kemaslahatan yang hakiki,
walaupun kemaslahatan itu kadang samar bagi sebagian orang yang
hatinya tertutup oleh hawa nafsu.6
Dalam syariat islam, poligami terdapat dalam Al-Quran surat An-
Nisa’ ayat 3 yang menegaskan bahwa untuk laki-laki yang merasa
khawatir tidak dapat berlaku adil kepada perempuan yatim, diperintahkan
untuk menikahi perempuan yang disukai, dua orang istri atau tiga atau
empat. Apabila tidak mampu berlaku adil, menikah hanya dengan seorang
istri. Apabila masih belum mampu berbuat adil, menikahlah dengan
hamba sahaya. Perbuatan demikian lebih baik dibandingkan dengan
melakukan kezaliman.
Menurut Khazin Nasuha yang dimaksud dengan keadilan dalam
poligami adalah “adil dalam soal materi, adil dalam membagi waktu, adil
6 Muhammad Abu zahrah, Ushul Fiqh, Dar al Fikr Arabi, 1958, hlm 366.
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membagi nafkah yang berkaitan dengan nafkah, sandang, pangan dan
papan, dan adil dalam memperlakukan kebutuhan batiniah istri-istrinya.
Dalam hal keadilan batiniah, menurut Khazin Nasuha tidak dituntut  oleh
syariat Islam, karena masalahnya berada di luar kemampuan manusia.
Rasulullah SAW. Sangat cenderung rasa cintanya kepada Aisyah
dibandingkan kepada istri lainnya.
Patokan hukum Islam adalah kebenaran dan keadilan. Keduanya
harus dikembangkan dalam sikap, ucapan, prilaku, dan pengambilan
keputusan. Kedua nilai itu harus diberlakukan untuk semua orang.7
Menurut Sayyid Sabiq poligami adalah “salah satu ajaran Islam
yangsesuai dengan fitrah kaum laki-laki. Laki-laki adalah makhluk Allah
yang memiliki kecenderungan seksual lebih besar dibandingkan dengan
kaum perempuan. secara genetik, laki-laki dapat memberikan benih
kepada setiap wanita. Karena kodrat wanita adalah hamil dan melahirkan
setelah masa pembuahan. Jika perempuan melakukan poliandri, tidak
hanya bertentangan dengan kodratnya, tetapi sangat naif dan irasional.
Dari sisi genetik akan kesulitan mencari dari benih siapa yang dibuahkan
oleh perempuan yang hamil tersebut. Dengan demikian, syariat Islam
tentang poligami tidak bertentangan dengan hukum alam dan
kemanusiaan, bahkan relevan dengan fitrah dan kodrat kaum laki-laki.
Untuk mengangkat harkat dan martabat kaum wanita, Allah SWT
mewajibkan kepada semua laki-laki yang berpoligami untuk berlaku adil,
7B.A.Dar, Ajaran-Ajaran al-Quran tentang etika dalam esensi Al-Qur’an (judul asli
‘Adven of Islam, Fundamental Teaching of The Qur’an, tarj. Ahmad Muslim), Bandung: Mizan,
hlm. 42-43.
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terutama dalam hal melakukan pembagian nafkah lahirdan batin.Keadilan
adalah ideal moral yang diajarkan Al-Qur’an. Tuhan memerintahkan agar
manusia bersikap adil diantara sesama,8 Tidak dibenarkan menzalimi istri
lain dengan hanya cenderung kepada salah satu istrinya. Hal demikian
oleh sayyid Sabiq dikatakan karena hak perempuan yang sesungguhnya
adalah tidak dimadu, akan tetapi poligami adalah untuk menghindarkan
kaum laki-laki melakukan perzinaan. Selain itu, melatih menjadi
pemimpin yang adil dalam kehidupan dan pengelolaan keluarga dan
rumah tangganya. Keadilan terhadap istri-istri adalah barometer pertama
pemimpin yang akan berlaku adil atas rakyat yang dipimpinnya dan ini
adalah prioritas.9
Dasar hukum Islam ada dua, yakni Al-Quran dan As-Sunnah,
tetapi ulama syafi’iyah menetapkan bahwa dasar hukum Islam ada empat,
yakni Al-Quran, As-Sunnah, ijma, dan Qiyas. Sesungguhnya dasar hukum
merupakan pijakan yang dijadikan tempat keluarnya ketentuan yang
berlaku untuk perbuatan tertentu. A Djazuli mengatakan bahwa dasar
hukum dalam Islam adalah Al-Quran dan As- Sunnah, tetapi ijma’ sahabat
dapat dijadikan dasar hukum, sedangkan qiyas dan lainnya adalah metode
untuk mengeluarkan kandungan hukum yang terdapat dalam Al-Quran
ataupun Al-hadis.
2. Dasar Hukum Poligami
8 QS. al-A’raf ayat (29), QS. Al-Nahl ayat (90), dan Qs. Al-Syuraa ayat (15).
9 John Rawls, A Theory of Justice Teori Keadilan
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Kaitannya dengan dasar hukum poligami, maka untuk poligami dasar
hukumnya adalah sebagai berikut:
                   
                           
     
Artinya:
“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak)
perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah
wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika
kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja,
atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat
kepada tidak berbuat aniaya.(Q.S An-Nisa’: 3)10
Ayat tersebut menurut Khazin Nasuha merupakan ayat yang memberikan
pilihan kepada kaum laki-laki bahwa menikahi anak yatim dengan rasa takut
tidak berlaku adil karena keyatimannya atau menikahi perempuan yang
disenangi hingga jumlahnya empat. Akan tetapi, jika semuanya dihantui rasa
takut tidak berlaku adil, lebih baik menikah dengan seorang perempuan atau
hamba sahaya, karena hal itu menjauhkan diri dari berbuat aniaya.11
10Ibid, hlm 78.
11Sampai Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian,
tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. Islam memperbolehkan poligami dengan
syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh
Para Nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w. ayat ini membatasi poligami empat orang saja.
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                      
                       

Artinya:
“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu),
walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu
terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain
terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri
(dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang. (Q.S An-Nisa’: 129)12
Ayat tersebut menegaskan bahwa keadilan tidak mungkin dapat dicapai
jika berkaitan dengan perasaan atau hati dan emosi cinta. Keadilan yang harus
dicapai adalah materiel, sehingga seorang suami yang poligami harus menjamin
kesejahteraan istri-istrinya dan mengatur waktu secara adil.Sayyid Sabiq
mengatakan bahwa surat An-Nisa ayat 129 isinya meniadakan kesanggupan
berlaku adil kepada sesama istri, sedangkan ayat sebelumnya (An-Nisa: 3)
memerintahkan berlaku adil, seolah-olah ayat tersebut bertentangan satu sama
lainnya. Padahal, tidak terdapat pertentangan dalam ayat yang dimaksud. Kedua
ayat tersebut menyuruh berbuat adil dalam hal papan. Suami yang poligami tidak
perlu memaksakan diri untuk berlaku adil dalam soal perasaan, cinta dan kasih
sayang, karena semua itu di luar kemampuan manusia.
Sayyid sabiq melanjutkan pendapatnya bahwa Abu Bakar bin Arabiy
berkata, “Memang benar bahwa adil dalam cinta di luar kesanggupan manusia
(suami yang poligami), sebab hanya ada dalam genggaman Allah yang membolak
12 Ibid, hlm 82.
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balikkannya dengan dan menurut kehendak-Nya. Begitu pula dengan bersetubuh
terjadi kegairahan yang berubah-ubah, terkadang bergairah dengan istri pertama,
terkadang lebih bergairah dengan istri kedua, atau istri  kedua kurang
menggairahkan. Asalkan perbuatan tersebut bukan disengaja, tidak ada dosa
baginya, karena hal tersebut di luar kemampuan manusia”.
Dalam firman Allah dalam surat al Isra ayat 35 dan surah al An’am ayat
152, Majid Khadduri,13 memulai tulisannya dalam Buku The Islamic conception
of Justice dengan pernyataan “Keadilan secara hakiki merupakan suatu konsep
yang relative”.
Pendapat sayid sabiq yang mengungkapkan pernyataan Abu Bakar bin
Araby di atas memberikan pemahaman bahwa keadilan dalam poligami,
sebagimana terdapat dalam Al-Quran adalah keadilan dalam materi atau lahiriah,
karena untuk hal tersebut terdapat dapat dikelola dengan baik dan normal oleh
suami yang poligami, seperti pengaturan nafkah lahiriah, yakni kebutuhan
sandang, pangan, papan, dan sejenis lainnya, termasuk pengaturan waktu gilir.
Dengan demikian, keadilan yang dimaksudkan adalah menjalankan keseimbangan
pembagian kebutuhan material dan spiritualnya, lahiriah dan nafkah batiniah
(kebutuhan seks). Sebagaimana M. Thalib memaknakan keadilan sebagai suatu
“perilaku yang proposional termasuk dalam melaksanakan keadilan poligami”.
13 Majid Khadduri, Teologi Keadilan Perspektif Islam, (Tarj. H. Mochtar Zoerni dan
Joko S. Kahjar, Risalah Gusti, Surabaya, 1999, hlm 1.
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Roscoe Pound dari mazhab sociological jurisprudence dan yang sealiran
dengannya berpendapat: “Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan
hukum yang hidup di masyarakat”.14
Dua ayat yang terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa’ ayat 3 dan ayat
129 adalah dasar hukum poligami dan prinsip keadilan yang harus dijadikan tolak
ukurnya. Berbentuk perilaku keadilan yang dapat diwujudkan dalam kehidupan
keluarga sehari-hari, bukan keadilan yang berkaitan dengan kecenderungan
perasaan dan cinta di antar manusia karena semua yang berkaitan dengan rasa
tersebut diluar kemampuan manusia. Musfir Al-Jahrani mengatakan bahwa,
keadilan Allah dalam hal poligami, adalah dengan tidak menyuruh berlaku adil
kepada suami yang poligami yang berkaitan dengan kecenderungan perasaan
cintanya kepada istri-istrinya. Allah memerintahkan agar berlaku adil dalam
kebutuhan lahiriah, nafkah lahir dan batin yang dapat diukur oleh kemampuan
manusia”.
3.  Alasan-Alasan Poligami
Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1/1974 tentang perkawinan memberikan
peluang kepada seorang suami untuk melakukan poligami. Artinya, terdapat
alasan-alasan yuridis15 yang membolehkan dan membernarkan dilakukannya
poligami oleh suami. Alasan-alasan yuridis yang dimaksudkan, sebagaimana
terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1/1974 tersebut, juga secara rinci terdapat
dalam Pasal Bab I Dasar Perkawinan Pasal 4 yang menyebutkan sebagai berikut:
14Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum, PT. Citra Aditya
Bakti, Bandung, 2001, hlm 66. Pendapat ini di dukung oleh Eugen Erlich, Benyamin Cardozo,
kntrowics, Gurvitc dan lain-lain.
15 Ibid hlm 2.
21
a. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana
tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib
mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
b. Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada
seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan16
Dalam pasal 2 dari huruf (a) sampai dengan huruf (c) dijelaskan bahwa
bagi suami yang bermaksud melakukan poligami harus memberikan tiga alasan
substansial yang benar-benar terbukti, yakni istri yang tidak dapat menjalankan
kewajibannya sebagai istri. Pasal 4 tersebut, terutama huruf (a) tidak menjelaskan
maksud dari “istri yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri”. Bila
kembali kepada dan kewajiban istri, sebagaimana terdapat dalam (pasal 30).
Makna tidak dapat menegakkan rumah tangga tangganya, yakni: (1) istri yang
durhaka kepada suami; (2) istri yang pemboros; (3) istri yang tidak bersedia
tinggal bersama suaminya di kediaman tempat tinggal yang telah disediakan
suami; dan (4) istri yang mengidap penyakit lahriah atau mental yang sukar
disembuhkan.
Bila indikatornya empat hal tersebut diatas, mengapa suami harus
memilih poligami? Padahal, dalam pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor
16 Arso Sosroatmojo dan Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan Di Indonesia, Cet.2,
(Jakarta1978, hlm  72.
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1/1974 ditegaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan
bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
Mayoritas intelektual modernis berpegang pada pandangan bahwa
ketentuan al-Qur’an mengenai poligami dimaksudkan untuk menjamin tegaknya
keadilan.17
Apalagi jika mempertimbangkan peraturan pemerintah R.I Nomor
9/1975 Pasal 19 bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai
berikut:
a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan
lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun atau berturut-
turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar
kemampuannya;
c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman
yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang
membahayakan pihak yang lain
e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak
dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselesihan dan pertengkaran
dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
17Gufron A. Mas’adi, Pemikiran  Fazlur Rahman tentang  Metodologi Pembaharuan
Hukum Islam,cet ke 2, 1998, hlm  39.
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Sebagai manusia yang masih banyak memiliki keterbatasan, baik dalam
melakukan perbuatan hukum maupun melakukan perbuatan sosial
kemasyarakatan.18 Apabila mengacu pada enam alasan terjadinya perceraian,
semuanya dapat dikategorikan sebagai bagian dari “tidak dapat tegaknya kembali
rumah tangga”. Salah satu alasan suami mengajukan permohonan untuk
melakukan poligami adalah jika istri tidak dapat melaksanakan kewajibannya
sebagai istri, sementara salah satu kewajiban istri adalah menegakkan rumah
tangga sebagai sendi dasar dari susunan masyarakat. Apabila kewajiban ini tidak
dapat dilakukan oleh istri, tentu saja suami “tidak mutlak” harus meminta
persetujuan istri untuk melakukan poligami karena istri yang tidak melaksanakan
kewajibannya terhadap rumah tangga dapat dikategorikan sebagai istri yang boleh
diceraikan oleh suaminya, yang dalam bahasa lain, sebagai istri yang nusyuz
(durhaka kepada suami), kecuali apabila antara suami-istri melakukan
perdamaian.
4. Syarat-Syarat Poligami
Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan persyaratan terhadap
seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebagai berikut:
a. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini harus dipenuhi syarat-
syarat sebagai berikut:
1. Adanya persetujuan dari istri/isteri-isteri
18S. Rasulin dkk, Konsumen  dan Pendidikan, 2003, Jurnal Penelitian Hukum
(Surakarta: Fakultas Hukum UMS) hlm 58.
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2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-
isteri dan anak-anak mereka.
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan
anak-anak mereka.
b. Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan
bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai
persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila
tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, karen
sebab-sebab lainnya yang perlu  mendapat penilaian dari hakim Pengadilan
Agama.19
19Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Jakarta: sinar Grafika, 2006), hlm.
47.
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BAB III
ANALISISPASAL 57 Ayat b KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)
A. Analisis Pasal 57 Ayat bKompilasi Hukum Islam (KHI)
Persoalan poligami dan perceraian memang tiada henti terus menerus
bertambah dan bertambah setiap harinya akan tetapi bukan berarti kedudukan
perempuan pun menjadi minor dalam konteks peradaban kemanusiaan.1
Pada pasal 57 mengatur persyaratan keluarnya izin berpoligami dari
pengadilan Agama.
Pasal 57 berbunyi2:
Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami
yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.
Pasal 57 Ayat b ini menuai banyak multitafsir salah satunya adalah
Poligami dibolehkan ketika setelah istri cacat pasca menikah, ada juga
prespektif bahwa poligami dibolehkan sejak awal meskipun istri cacat, jadi
ada Prespektif sesudah dan sebelum menikah, pembolehan poligami
1“ Ulama Perempuan Indonesia” Republika, (Jakarta) Kamis, 27 April 2017, No 5,hlm 5.
2Abdul Gani Abdullah, Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum
Indonesia, 1994, (Jakarta : Gema Insani Press) hlm 93.
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dilegalkan oleh Pasal 57 Ayat b, siapa yang pernah berharap memiliki cacat
tentu ini diluar kehendak pribadi manusia
Poligami yang di praktekkan hanya karena kepentingan laki-laki
semata akan menciptakan hubungan yang tidak sehat dalam keluarga. Hal
tersebut akan menjadi faktor rusaknya keluarga (broken home) dan
menghancurkan mental anak yang tidak berdosa, sebab poligami akan
merampas perlindungan dan ketentraman anak. Anak dalam keluarga yag
berada dalam situasi konflik akan berkembang menjadi pribadi yang mendapat
gangguan psikologis sehingga berpengaruh pada perilakunya. Dalam keadaan
lebih buruk, keadaan konflik dapat mengakibatkan kehancuran keluarga.
1. Tinjauan Pasal 57 Ayat b
Apabila alasan yang dimaksudkan oleh pasal 57 Ayat a bukan
sebagaimana pemahaman di atas, yakni istri yang tidak dapat dijalankan
kewajibannya sebagai istri, kata “tidak dapat” kurang tepat jika diartikan
dengan “tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai istri”. Kalimat
“tidak dapat” lebih tepat diartikan bahwa istri yang dimaksudkan adalah
terganggu fisik atau batinnya atau karena sebab yang lain yang bukan
“disengaja atau direncanakan”, sehingga kewajibannya sebagai istri tidak
dapat dilakukan. Dengan pemahaman ini, alasan suami poligami berbeda
jauh dengan alasan dibolehkannya menceraikan istri.
Pemahaman terhadap kalimat “tidak dapat” menjalankan
kewajibannya sebagai istri berhubungan erat dengan alasan berikutnya
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yang dituangkan dalam pasal 4 Ayat 2 huruf (b) dan (c). Pada huruf (b)
dikatakan bahwa suami akan diberi izin melakukan poligami jika istrinya
mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan,
sedangkan pada huruf (c) jika istrinya tidak dapat melahirkan keturunan.
Duu ayat tersebut menggunakan kata “tidak dapat” yang artinya
merupakan peristiwa yang terjadi atau dialami karena kehendak Allah
semata-mata, bukan disengaja apalagi direncanakan.
Pasalnya apa yang sebenarnya membedakan derajat kaum pria
ataupun perempuan bukan berarti memberlakukan ketidak adilan terhadap
istri.3 Akan tetapi, apabila dikaji lebih mendalam dan analitis, jelas bahwa
ayat yang terdapat pada huruf (a) tidak jauh berbeda dengan ayat yang
terdapat dalam Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9/1975 Pasal 19 huruf
(e), bahwa salah satu alasan perceraian adalah salah satu pihak mendapat
cacat badan atau penyakit yang berakibat tidak dapat menjalankan
kewajibannya sebagai suami atau istri. Pasal tersebut hanya berbeda dalam
kalimat “penyakit yang tidak dapat disembuhkan”, artinya Pasal 19 huruf
(e) tidak menggunakan kalimat tersebut. Bila Pasal 4 Ayat 2 huruf (b)
menggunakan kalimat “penyakit yang tidak dapat disembuhkan,” Pasal 19
huruf (e) PP.NO. 9/1975 tidak menggunakan kata tersebut melainkan
dengan kalimat “berakibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai
suami/istri”. Perbedaan substansial dari kalimat tersebut, adalah penyakit
3“ Nilai Spiritual Kartini ” Republika, (Jakarta) Kamis, 27 April 2017, No 5,hlm 5.
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dan cacat badan yang mengakibatkan istri atau suami tidak dapat
menjalankan kewajibannya.
Disini kita akan berusaha menguak beberapa sisi kalimat dari pasal
yang terkait KHI Pasal 57 ayat b sejarah membuktikan bahwa kurangnya
perhatian laki-laki terhadap kaum perempuan benar-benar terjadi pada
permulaan runtuhnya peradaban yunani. Dengan demikian coba kita
pahami kembali redaksi di pasal yang berkaitan erat tentang Perempuan.4
2. Perbedaan Kalimat “Tidak dapat” di Pasal 57 ayat b
Apabila dipahami lebih mendalam, perbedaan kalimattersebut adalah
sebagai berikut:
a. Istri yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri dalam
membangun rumah tangganya karena cacat badan atau penyakit jelas-
jelas tidak memberikan harapan apa pun bagi suami dan rumah
tangganya. Apapun istri yang mendapat cacat badan atau penyakit
yang sukar disembuhkan tidak mutlak  “tidak dapat menjalankan
kewajibannya sebagai seorang istri” karena kalimat sukar
disembuhkan berarti masih ada harapan untuk dapat disembuhkan,
hanya saja memerlukan waktu yang lama dan penuh kesabaran. Oleh
karena mengajukan poligami ke Pengadilan. Sama halnya dengan
suami tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami.
4 Ahmad Muhammad Jamal, Problematika Muslimah Di Era
Globalisasi(terjemahan),Cet I, (Solo: CV.Pustaka Mantiq,1995), hlm. 114.
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b. Istri yang cacat badan atau terkena penyakit sehingga tidak dapat
menjalankan kewajibannya sebagai istri dapat dipahami bahwa
penyakit yang dideritanya telah menyerang unsur-unsur vital dalam
lahiriahnya, bahkan mentalitasnya, misalnya kelumpuhan total dan
gila. Adapun cacat badan atau penyakit yang sukar disembuhkan bisa
saja menyerang unsur vital lahiriahnya, tetapi tidak menuntut
kemungkinan untuk terus diupayakan penyembuhannya, meskipun
menghabiskan waktu yang cukup lama. Penyakit atau cacat badan
yang dialami istri dapat dikatakan sebagai sebab tidak terpenuhinya
kebutuhan biologis suami, misalnya hubungan seksualitasnya,
sehingga suami membutuhkan istri lain. Oleh karena itu, suami dapat
dibenarkan oleh undang-undang jika mengajukan permohonan ke
Pengadilan untuk melakukan poligami atau perceraian. Bagi suami
yang demikian juga, dampaknya sama, yaitu istri berhak menggugat
cerai suaminya, tetapi tidak berhak melukan poliandri, dalam
peraturan Pemerintah R.I Nomor 9/1975 Pasal 40 dijelaskan bahwa
apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang ia
wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan.5
3. Prespektif KHI tentang Poligami Pasal 57 Ayat b
5 Beni Ahmad Saebani, Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang -Undang
prespektif Fiqh Munakahat dan UU No 1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya, Bandung :
Pustaka setia, 2008, Cet ke I.
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Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang
akan beristeri lebih dari seorang apabila:6
a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiba sebagai seorang isteri.
b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat
disembuhkan.
c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
Adapunperpekstifterkaitdenganpoligamiadalahsebagaiberikut:
1. Poligami menurut kompilasi Hukum Islam
Ketentuan pasal-pasal tentang poligami sebagaimana diatur  pada bab
IX KHI, ternyata syarat-syarat yang diberikan tidak hanya bersifat
subtansial
2. Poligami menurut Syariat Islam
Poligami adalah syariat islam yang merupakan sunnah Rasulullah
SAW. Dalilnya surah An-Nisa: 3,  artinya: “ Dan jika  kamu takut tidak
akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana
kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu
senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak berlaku
adil, maka (kawinilah) seorang raja, atau budak-budak yang kamu
6KHI (kompilasi Hukum Islam)
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miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat
aniaya.” ( QS An-Nisa, ayat ke-3)7
Dibolehkannya Poligami tidak terlepas dari pembolehannya sumber
pengambilan materi Kompilasi Hukum Islam diambil dari kitab-kitab fiqh
yang muktamad (diakui dan banyak diikuti) dalam empat madzab.8
Syarat-syarat Poligami diantaranya.9
a. Kemampuan melakukan poligami.
Seorang lelaki yang berpoligami diisyaratkan mesti memiliki
kemampuan agar tidak menyusahkan orang lain. Poligami bukan
perkara yang mudah karena ia akan dipertanggung jawab di hari
kiamat kelak. Dalil hadist:
“Barang siapa yang mempunyai dua isteri, lalu dia melebihkan seorang
dari padanya, maka pada hari kiamat dia akan bangkit dalam keadaan
salah satu bahunya miring sebelah.”
b. Berlaku adil terhadap para isteri dalam pembahagian giliran dan
nafkah.
Seorang suami wajib berlaku adil didalam pembahagian. Jika dia
bermalam dengan satu isterinya semalam atau dua malam atau tiga
malam, maka dia mesti bermalam dengan satu isterinya semalam atau
dua malam atau tiga malam, maka dia mesti bermalam dengan isteri
7Depag, Al Qur’an Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka, Tangerang Selatan, 2011, hlm 50.
8Peunoh Daly, Op.cit hlm 86.
9 Tahir Azhary, “Kompilasi Hukum Islam Sebagai Alternatif” dalam Berbagai Pandangan
Terhadap KHI, Tim Ditbinbapera, Jakarta, Yayasan al-Hikmah, 1993/1994, hlm 137.
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yang lain selama itu juga. Tidak boleh melebihkan salah satu dari
isterinya didalam pembahagian dan hal ini betul-betul harus
diterapkan.10Tetapi tidak berdosa jika dia lebih mencintai salah satu
isterinya, dan lebih banyak berjimak dengannya sebagaimana firman
Allah bermaksud:
“Dan kamu sesekali-kali tidak akan dapat berlaku adil (yakni dalam
perkara batin)di antara isteri-isterimu, walaupun kamu sangat ingin
berbuat demikian. Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung
(kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain
tergantung-gantung.” (An-Nisa: 129)11
c. Seorang lelaki yang menikah menanggung berbagai kewajiban
terhadap isteri dan anaknya termasuk nafkah. Seorang laki-laki yang
melakukan poligami memikul tambahan kewajiban nafkah dengan
sebab bertambah isterinya.12
Nafkah adalah, apa diwajibkan untuk isteri dan anak-anak yang berupa
makanan, pakaian, tempat tinggal, perawatan, dan sebagainya dan nafkah bagi
isteri ini hukumnya wajib berdasar al-quran, al-Sunnah dan ijma’ dan kaidah
ushul fiqh dan seperangkatnya.13
10 ‘Abd al-Wahhab Khallaf, ‘Ilm Ushul al-Fiqh, Majlis al-A’la al-Induni li al-Dawah al-
Islamiyah, Jakarta, 1972, hlm. 11.
11 Ibid.
12 Ibid.
13A.Wasit Aulawi, “Sejarah Perkembangan Hukum Islam”, dalam Prospek Hukum Islam
Dalam kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia, jakarta, PP Ikaha, 1994, hlm. 79.
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4. Fungsi Poligami
Fungsi poligami menurut syari’at Islamyaitu:14
1. Ada manusia yang kuat keinginannya untuk mempunyai keturunan, akan
tetapi mendapat isteri yang mandul. Lebih mulia suami menikah lagi untuk
memperoleh keturunan  dengan tetap memlihara isteri yang pertama dan
memenuhi hak-haknya.
2. Ada juga di antara kaum lelaki yang kuat syahwatnya tetapi mendapat isteri
yang dingin keinginannya terhadap laki-laki karena sakit atau masa haidnya
terlalu lama dan sebab-sebab lain. Lebih baik jika lelaki itu menikah dengan
wanita lain yang halal dari pada menceraikan isteri pertama.
3. Kaum wanita itu mempunyai tiga halangan yaitu haid, nifas dan keadaan
yang belum betul-betul sihat selepas melahirkan anak. Islam
memperbolehkan berpoligami untuk menyelamatkan suami dari pada
terjerumus ke jurang perzinaan.
4. Selain itu jumlah wanita terbukti lebih banyak dari pada lelaki, terutama
setelah terjadi peperangan yang memakan banyak korban dari kaum lelaki.
Disini terdapat kemaslahatan bagi kaum wanita itu sendiri, yaitu untuk
bernaung dalam sebuah rumah tangga, dari pada usianya habis tanpa
merasakan cinta kasih dan pemeliharaan, serta nikmatnya menjadi seorang
ibu.
Bahwa jumlah wanita terus naik sampai perbandingan angka 1:4 di Swedia, 1:5
di Uni Soviet ada 1:6 dijepang  pertambahan ini bukan hanya terjadi negara-
14Ibid.
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negara arab mencapai angka yang tidak jauh dari itu dan angka ini akan terus
naik menjadi 4 kali lipat sebelumnya. Di Afrika negeri muslim sendiri
perbandingannya mencapai 1: 5 faktor berkurangannya angka lelaki karena
yang maju digaris depan dalam menghadapi tantangan maut (perang) yang
mengakibatkan lebih banyak wanita dibanding lelaki dan menambah problem
negara hingga diketahuilah tidak ada solusi paling halal dan aman selain
ta’addud15.
5. Poligami diharapkan agar dapat menghindarkan perceraian kerana isteri
mandul, sakit atau sudah terlalu tua.
6. Terdapat ramainya kaum lelaki yang berhijrah pergi merantau untuk mencari
rezeki. Di perantauan, mereka mungkin kesepian ketika sehat ataupun sakit.
Lebih baik berpoligami dari pada si suami mengadakan hubungan secara
tidak sah dengan wanita lain.
7. Untuk menghindari kelahiran anak-anak yang tidak sah agar keturunan
masyarakat terpelihara dan tidak disia-siakan kehidupannya. Dengan
demikian dapat pula menjadi sifat kemuliaan. Umat Islam, Anak luar nikah
mempunyai hukum yang berbeda dari anak yang dari pernikahan nikah yang
sah. Jika gejala ini dibiarkan dan tidak ditangani dengan hati-hati ia akan
menghancurkan umat islam dan merusak fungsi pernikahan itu sendiri
akibatnya sering diabaikan pencacatan nikah.16
15 Hal ini dijelaskan dalam majalah Al mujtama no. 84 tanggal 24/4/1408 H
16Sayid Muhammad Syatho ad-Dimyati, Hasyiah I’anat al-Thalibin Juz IV, Dar al-Ihya
al-Kitab al-arabiyah, hlm 275
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8. Untuk memberi perlindungan dan penghormatan kepada kaum wanita dari
pada keganasan serta kebuasan nafsu kaum lelaki yang tidak dapat menahan
Syahwatnya.
Poligami diperbolehkan bila dikehendaki oleh pihak-pihak yang
bersangkutan dan Pengadilan Agama telah memberi izin (pasal 3 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dasar pemberian izin poligami oleh
Pengadilan Agama diatur dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang perkawinan
(UUP) dan juga dalam Bab IX KHI Pasal 57.17
Adapun syarat -syarat poligami, terakmatub dalam Pasal 5 Undang -
Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan persyaratan terhadap seorang suami
yang akan beristri lebih dari seorang. Prosedur poligami menurut pasal 40
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 menyebutkan bahwa apabila seorang
suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang wajib mengajukan
permohonan.
17Baca draft pasal-Pasal di KHI seputar Poligami.
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BAB IV
Faktor Pendukung Pembolehan Poligami diKHI Pasal 57 Ayat b
A. FaktorDiperbolehkanPoligami
Dalam Al-Qur’an Mengenai perempuan, suami-istri disebut sebagai
‘pakaian’ bagi satu sama lain; istri memiliki hak yang sama atas laki-laki,
sebagaimana hak laki-laki atas istrinya, kecuali bahwa laki-laki sebagai
pencari nafkah, setingkat lebih tinggi. poligami  diatur dengan ketat dan
jumlah istri dibatasi hingga empat saja, dengan catatan bila suami tak yakin
dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya, maka ia harus menikahi seorang istri
saja. Hal itu diperkuat lagi dengan suatu prinsip umum yaitu:
                      
                       

Artinya:
“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-
isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu
janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu
biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan
dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha
Pengampun lagi Maha Penyayangengkau menghendakinya’’ (QS. 4:3,129)1
1Depag, Al Qur’an dan Terjemahannya, CV Penerbit Diponegoro, 2013, hlm 112
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Konsekuensi logis dari pernyataan-pernyataan tersebut adalah larangan
poligami dalam situasi normal. Namun sebagai pranata yang terlanjur ada,
poligami diakui secara hukum, dengan cacatan jika keadaan sosial telah
memungkinkan, monogami harus diutamakan. Ini karena seorang pembaharu, jika
ingin berhasil, tak cukup hanya mengeluarkan pernyataan-pernyataan visioner dan
menutup mata terhadap situasi riil yang terkadang terabaikan2. Tetapi, kaum
muslim kemudian tidak memerhatikan cacatan tersirat dari al-Qur’an itu dan
malah menyangkal maksud yang dikandungnya.
Sikap al-Qur’an terhadap perbudakan sejalan dengan sikapnya terhadap
pranata keluarga. Sebagai solusi sementara, al-Qur’an menerima pranata
perbudakan secara hukum.Saat itu tak ada alernatif lain karena perbudakan sudah
berurat berakar dalam struktur masyarakat, dan jika dihapuskan begitu saja tentu
akan menimbulkan masalah yang boleh jadi tak terselesaikan, dan hanya seorang
pelamun saja yang akan melontarkan pernyataan seperti itu. Tetapi, pada saat
yang sama, berbagai upaya moral dan legal itu dilakukan untuk membebaskan
budak-budak dan menciptakan miliu yang melarang perbudakan.3 ‘melepaskan
leher’ (fakk raqabah) tidak hanya dipuji sebagai suatu kebajikan tetapi juga,
2Hilaririo G. Davide, Jr. Comment on the Paper  of Hon. Andrew Kwok Nang Li, Chief
Justice Of The Court of Final Appeal  of the Hong Kong Special Administrative region of the
People’s Republic of China, paper in Conference of Chief Justices of Asia and Pasific, 18th
Lawasia Conference, Seoul, 8 September 1999.
3 Fazlur rahman,“islam sejarah pemikiran dan peradaban”,2017 (Bandung: Mizan,)
hlm.46.
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bersama memberi makan orang miskin dan anak yatim, dinyatakan sebagai ‘jalan
mendaki’ yang mesti ditempuh manusia (QS. 90:10-16)4.
Fazlur Rahman sering menggunakan istilah metodik dalam buku-
bukunya yakni historico-critical method dan hermeneutic method.5 Kedua istilah
tersebut merupakan “kata kunci” untuk menelusuri metode-metode dalam
pemikiran Rahman.
Historico-critical method (metode kritis-sejarah) merupakan sebuah
pendekatan kesejarahan yang pada prinsipnya bertujuan menemukan fakta-fakta
obyektif secara utuh dan mencari nilai-nilai (values)tertentu yang terkandung
didalamnya.6 Jadi, yang ditekankan oleh metode ini adalah pengungkapan nilai-
nilai yang terkandung dalam sejumlah data sejarah, bukan peristiwa sejarah itu
sendiri. Jikalau data sejarah dipaparkan sebatas kronologisnya, maka model
semacam itu dinamakan pendekatan kesejarahan. Metode kritis historis ini juga
berbeda dengan metode sosio-historis7, sekalipun kedua metode tersebut sama-
sama berusaha menjawab pertanyaan “mengapa”. Metode pertama mencarikan
jawabannya pada nilai (values) yang dominan dalam data-data sejarah, sedang
metode yang kedua mencarikan jawabannya pada konteks dan latar belakang
peristiwa sejarah tersebut. Tampaklah bahwa kedua metode tersebut sangat erat
4Ibid.
5 Baca Rahman, islam and modernity;terdapat beberapa istilah yang digunakannya;
“critical history method”, hlm. 10-11, 120; “critical history of islamic science” hlm. 145-151;
sosio  historical studies of Qur’an hlm. 96-97, 109; “critical history of theology”, hlm. 148,149,
151-152, “ objectivity school in hermeneutics” hlm 8-9, “historical method in hermeneutics”. Hlm
9-10.
6 Montgomery Watt J op.cit., hlm. 86.
7Ibid, hlm 68: Bandingkan Sir Mohammad Iqbal, The Reconstruction of Religious
Thought in Islam (Lahore: SH. Muhammad Ashraf, 1988), hlm 21-22.
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kaitannya; metode sosio-historis berperan dalam mengantarkan kepada metode
kritis historis.
“Critical History”8 gagasan-gagasan Fazlur Rahman yang muncul,
sebagai sebuah metode penelitian sejarah Islam, pertama kali dikembangkan oleh
studi-studi orientalis.
Di negara kita meamng praktek poligami bukanlah sesuatu yang asing
lagi. Laki-laki dari berbagai suku bangsa di inonesia sudah menganut paham
bahwa praktek beristri banyak itu sebagai sebuah kelaziman. Dipulau Jawa,
poligami sudah ada sejak zaman mataram kuno dan majapahit. Setelah kerajaan-
kerajaan hindu itu hancur, tradisi itu kemudian berlanjut pada zaman kedatangan
islam ke nusantara dan mendapat legitimasi penuh karena dianggap memiliki
sandaran religius. Banyak perempuan yang kemudian menjadi korban tradisi
poligami dan menjadi bagian dari selir-selir para raja yang berkuasa di tanah jawa.
Pada masa pra-kemerdekaan sampai masa-masa awal kemerdekaan,
praktek poligami di indonesia umumnya hanya dilakukan oleh kalangan elite
masyarakat saja, diantaranya kaum priyayi dan elite agama seperti para kyai.
Menurut sejarah, ada perbedaan antara praktek poligami yang dilakukan kalangan
priyayi dengan kalangan kyai. Kalangan priyai yang umumnya berasal dari
golongan islam abangan biasanya menyatukan istri-istrinya dalam satu rumah,
sementara kalangan kyai dan santri sebagian besar membuatkan rumah yang
terpisah-pisah bagi istri-istrinya.
8Fazlur Rahman, Islam (Chicago:University of Chicago Press, 1979), hlm 30.
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Salah satu perempuan jawa yang berhasil mendokumentasikan
penderitaan dirinya di bawah tradisi poligami adalah kartini. berbeda dengan
perempuan-perempuan  jawa seusianya saat itu, kartini telah memiliki kesadaran
tentang sebuah emansipasi dan kesetaraan gender. Kendati demkian, putri dari
seorang  priyayi di jepara itu, tetap tidak dapat mengelak dari tradisi turun
temurun kaum bangsawan jawa dan banyak faktor yang lainya yang
mempengaruhi9.
Orang tua yang dihormatinya, memaksa kartini untuk menjadi istri
keempat Bupati Rembang saat itu. Ia tak kuasa melawan sebuah doktrin yang
cukup membuatnya masygul. Walaupun suaminya memiliki tiga istri di luar
dirinya, kartini sendiri tidak pernah menerima adanya poligami, sehingga seluruh
hidup perkawinannya adalah rangkaian penderitaan yang tak henti-hentinya.
Bagi kartini, poligami adalah aib dan dosa karena memperlakukan
wanita sewenang-wenang. Karena itu serangan-seranganya amat tajam, dan
cenderung emosional10.“Bagaimana saya bisa menghormati seseorang yang sudah
kawin dan menjadi ayah, yang apabila sudah bosan kepada anak dan istrinya,
dapat membawa perempuan lain ke rumah dan mengawininya secara sah sesuai
dengan hukum Islam,” tulis kartini kepada Stella Zeehandelaar teman
9Nidhlomun Ni’am M,Ag, Laporan Penelitian Dimensi keberagaman dan keberhasilan
Ekonomi, (IAIN Walisongo:1998)hlm 127-128)
10 Mason, Mike (2003); “Misteri Perkawinan”; Interaksara, Batam.
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Belandanya. Katanya, meskipun hal itu seribu kali tidak boleh disebut dosa
menurut ajaran islam, selama-lamanya dia tetap menganggapnya begitu11.
Memang  fakta poligami bukanlah lagi menjadi perbincangan akan
tetapi telah menjadi praktek kalangan luas, dibelahan bumi ini tanpa terkecuali di
indonesia, Aa Gym, Arifin Ilham, Rhoma Irama12
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan
peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1974. Bagi pegawai
Negeri Sipil, merupakan undang-undang yang mengatur tata cara melakukan
poligami. Poligami bagi PNS aturannya dipisahkan melalui peraturan Pemerintah
(PP) Nomor 10/1983 tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi pegawai Negeri
Sipil disusunya UU ini agar keadilan benar-benar bisa terrcapai berdasarkan
Islam13. Adapun sebagai hukum materil bagi orang Islam, terdapat ketentuan
dalam kompilasi hukum Islam (KHI)
Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam undang-undang perkawinan,
aturan pelaksanaanya berprinsip pada asas monogami, satu suami untuk satu istri.
Dalam hal atau alasan tertentu, seorang suami diberi izin untuk beristri lebih dari
seorang ditentukan pengadilan agama berdasarkan terpenuhi atau tidaknya
persyaratan termaksud.
11Ibid.
12Freddy Pieloor dkk, Monogami lebih baik dari Poligami?, Jakart: Gramedia, 2010.
13Hal ini sejalan dengan apa yang dimaksudkan oleh ketentuan Pasal  8 ayat (1) UU No.
25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
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Meskipun poligami menurut undang-undang diperbolehkan, beratnya
persyaratan yang harus ditempuh mengisyaratkan bahwa pelaksanaan poligami di
pengadilan agama menganut prinsip menutup pintu terbuka. Artinya, poligami itu
tidak dibuka. Jika tidak diperlukan dan hanya dalam hal keadaan tertentu pintu
dibuka
Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berkaitan
langsung dengan poligami adalah dalam Pasal 4 dan Pasal .
Dalam Pasal 4 terdiri atas 2 ayat berbunyi sebagai berikut:
a. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana
tersebut dalam pasal 3 ayat (2) undang-undang ini maka ia wajib
mengajukan permohonan kepada pengadilan daerah tempat tinggalnya;
b. Pengadilan dimaksud ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada
seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila insan pancasila
yang beriman, tentu akan mengindahkan peraturan yang telah dibuat,14
1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat
disembuhkan,
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.
14Hal ini tidak terakomodir dalam UU No. 25 Tahun 2009, namun sangat diperlukan
dalam praktik pelayanan jasa peradilan.
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Dalam Pasal 5 dijelaskan bahwa untuk dapat mengajukan permohonan ke
Pengadilan, sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) undang-undang ini,
harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. Adanya persetujuan dari istri-istri
b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-
keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka
c. Adanya jaminan  bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan
anak-anak mereka.
Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 4 ayat (2)
huruf (a) dinyatakan bahwa suami yang diberi izin melakukan
poligami adalah yang “keadaan istri tidak dapat menjalankan
kewajibannya sebagai istri”. Pasal tersebut memberikan kesempatan
kepada suami untuk melaksanakan poligami apabila istrinya tidak
dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
Dengan penjelasan Pasal 5 ayat 1 dapat dipahami bahwa suami
harus meminta dari istri, maka istri yang mandul pun memiliki hak
prerogatif untuk memberi atau tidak memberi izin kepada suaminya
yang bermaksud poligami. Akan tetapi, karena kondisi istri yang
demikian, sangat tidak rasional atau tidak mungkin apabila istri tidak
memberi izin kepada suaminya.keadilan harus tetap menjadi acuan
disegala lapisan keadaan, Tentu keadaan tersebut sangat
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memprihatinkan bagi istri dan beralasan sangat kuat bagi suami untuk
melakukan poligami15.
Dengan pemahaman terhadap Pasal 4 ayat (2) (a) yang terdapat dalam
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, posisi
perempuan atau istri yang tidak dapat melahirkan keturunan ada dalam
posisi dilematis, artinya terjebak dalam dua pilihan yang merugikan
dan terpojok pada pelaksanaan undang-undang yang berkeadilannya
dipertanyakan atau lebih menguntungkan pihak laki-laki atau suami.
1. AlternatifDiperbolehkannya Poligami
Berdasarkan kondisi di atas, menurut Rahmat Hakim, alternatif yang
dipilih  oleh istri adalah sebagai berikut semua diberikan kesempatan
untuk menetukan pilihan dan hak-haknya.16
a. Bercerai secara baik-baik, walaupun praktiknya sangat
dilematis.Suami atau istri tidak bertengkar, tidak bermusuhan, dan
tidak bertentangan, bahkan mempunyai tujuan membina keluarga serta
sama-sama mendambakan keluarga yang sakinah, mawadah,
warahmah. Di samping itu, jika perceraian alternatif yang dilakukan
akan terjadi kemudaratan baru. kaidah hukum tidak membenarkan
melakukannnya, yakni mencari kemaslahatan, namun meninggalkan
kemudaratan di belakangnya. Mudaratnya bagi wanita adalah sulit
15Hasbi Ash Shiddieqy, Sejarah Peradilan Islam, hlm. 26.
16Yahya Harahap, Beberapa Perasalahan Peradilan dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,
Pustaka Rosdakarya, Bandung, 1997, hlm 67.
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mengganti suaminya karena ketidak mampuannya bertindak sebagai
istri. Akan tetapi, di sisi lain jika
kondisiya yang mengakibatkan istri tidak dapat menjalankan
kewajibannya sebagai istri, hal itu menjadi alasan bolehnya perceraian
dilakukan atas inisiatif suaminya.
b. Merelakan suaminya untuk menikah lagi, sebagai kemungkinan
terakhir dan hanya satu-satunya. Tindakan ini pun dirasakan berat,
terutama bagi wanita. Sulit bagi istri menerima kenyataan pahit ini,
bahkan kemungkinan ini merupakan keadaan terburuk sepanjang
hidupnya. Betapa tidak, suaminya akan bercumbu dengan orang lain,
perbuatan yang selama ini dilakukan suami kepada dirinya. Kini hal
yang sama dilakukan kepada orang lain walaupun hal itu terjadi atas
izinnya Di dalam Peraturan Pemerintah No. 9/1974 Pasal 19
huruf (e) dikatakan bahwa perceraian dapat dilakukan dengan alasan
bahwa salah satu pihak mendapat cacat badan atau akibat penyakit
tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri. Dengan
pasal ini, suami mendapatkan dua pilihan, ketika istrinya mandul atau
sebab lain yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya
sebagai istri, yakni Poligami atau menceraikannya sehinga sangat
diperlukan kehati-hatian dalam melangkah17.
17Muhammad abed Al-Jabiri, Post Tradisionalisme Islam, terj. Ahmad Baso,
(Yogyakarta: LkiS, 2000).
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Posisi perempuan sebagai istri oleh undang-undang ataupun Peraturan
pemerintah sebagaimana diuraikan diatas ada dalam posisi dilematis.
Jika istri mandul, berarti suami boleh poligami atau jika tidak
diizinkan ia akan menceraikannya. Sebaliknya jika suaminya yang
mandul, tidak ada poliandri, karena perkawinan tersebut dilarang oleh
undang-undang ataupun oleh ajaran agama, terutama hukum islam.
Walaupun demikian, keterjebakan istri yang tidak dapat memberikan
keturunan semakin jelas.
Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975
tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1/1974 tentang
Perkawinan, dalam pasal 40 dinyatakan bahwa apabila seorang suami
bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka wajib mengajukan
permohonan secara tertulis kepada pengadilan sikap ini memang harus
dilalui18.
Pada Pasal 41 ditegaskan bahwa setelah suami mengajukan
permohonannya untuk poligami, maka Pengadilan akan memeriksa
tentang ada tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin
lagi, yang salah satunya disebabkan istri tidak dapat memberikan
keturunan dengan dilengkapi oleh ada tidaknya persetujuan dari istri
secara lisan atau tertulis, ada tidaknya kemampuan suami untuk
menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya, pemeriksaan
18Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 34.
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pengadilan difokuskan kepada surat keterangan penghasilan suami
yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja, surat keterangan
pajak penghasilan, atau surat keterangan lain yang dapat diterima oleh
Pengadilan.
Dalam Peraturan Pemerintahan RI Nomor 9/1975 Pasal 41 huruf (d)
ditegaskan juga bahwa suami harus berlaku adil teradap istri-istrinya
Untuk itu, pengadilan memeriksa ada tidaknya jaminan bahwa suami
akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka melalui surat
pernyataan atau perjanjian dari suami yang dibuat dalam bentuk yang
ditetapkan untuk itu(Anonimous, 2004: 64)Alasan suami yang
bermaksud poligami adalah alasan yuridis yang dibenarkan oleh
pengadilan, sebagaimana alasan istrinya tidak dapat memberikan
keturuan hal ini memang harus dihadapi19. Apabila suami bermaksud
untuk poligami dengan alasan tersebut, pengadilan akan memeriksanya
dengan teliti hingga ada jaminan tertulis dari suami bahwa dirinya
akan berlaku adil.
Keadilan yang dikemukaan oleh Undang-Undang Nomor 1/1974Dan
peraturan Pemerintah RI Nomor 9/1974 Pasal 41 adalah keadilan dari
sisi materi, tidak terdapat sedikit pun kalimat yang menyatakan
keadilan dari sisi perasaan atau batiniah istri yang dipoligami dan
pemeriksaan atas syarat yang ketat bagi suami yang akan poligami,
19Ronny Hanitijio Soemitro, Beberapa Masalah dalam Studi Hukum dan Masyarakat,
(Bandung: Remaja Karya, 1985), hlm 53.
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seolah-olah mempersulit suami untuk melakukan poligami. Di sisi lain
sulitnya persyaratan poligami tersebut akan mempermudah pencarian
alasan lain bagi suami yang bermaksud menikah lagi, apabila alasan
istri tidak dapat memberikan keturunan dan suami bermaksud
poligami, tetapi istri tidak memberikan persetujuan, tentu suami dapat
mengajukan permohonan talak ke pengadilan dengan alasan istri
terkena cacat badan yang berakibat tidak dapat keturunan.
Sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah RI 11975 Pasal 19 huruf (e)
berkaitan dengan alasan terjadinya perceraian.20
Seharusnya memang perempuan memiliki beberapa fungsi idealnya
supaya rumah tangga utuh hingga akhir hayat diantaranya yang ingin
saya garis bawahi adalah Fungsi reproduksi.
1. Fungsi Reproduksi
Melalui ikatan pernikahan yang sah, maka lahirlah generasi penerus
masa depan umat.
2. Fungsi Ekonomi
Suami bekerja untuk menafkahi keluarga. Sedangkan istri mengelola
harta pemberian suami tersebut untuk mencukupi semua kebutuhan
keluarga.
20Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim,
(Bandung, Pustaka Setia: 2013),hlm. 44.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Di Pasal 57 ayat b di KHI (Kompilasi Hukum Islam) terdapat Problemtika Karena terjadi
banyak Kemungkinan untuk ditinjau dari berbagai Prespektif, sehingga sangat rentan
untuk kaum perempuan dan banyak menguntungkan pihak Suami.Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
Cacat badan bisa teradi sesudah ataupun sebelum menikah, sedangkan dalam
pasal 57  ayat b tidak begitu jelas, apalagi didukung dengan adanya cacat yang
kemungkinan dibuat sendiri atau terjadi secara alamiah.
c. Saran-Saran
1. Bagi pihak lembaga
a. Keinginan penulis bahwa KHI agar lebih dipertegas lagi dan
diperjelas lagi maksud dari penulis di Pasal 57 ayat b karena masih
memungkinkan tafsir-tafsir yang simpang siur dan adanya celah-
celah berbuat ketidak adilan, sehingga tidak sesuai dengan
dibuatnya KHI.
b. agar bisa di jadikan UU layaknya Undang-undang yang lain
sehingga KHI memiliki kekuatan Hukum yang tetap dan jauh lebih
memiliki Supremasi hukum meskipun hanya diperuntukkan untuk
kalangan muslim.
2. Bagi masyarakat luas
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a. Diharapkan msyarakat dapat bekerja sama dengan pihak-pihak
lembaga (LBH atau LSM atau peradilan yang melakukan
pelayanan bantuan hukum, agar pemahamannya sesuai yang
dimaksud dan tercapai tujuan dibentuknya KHI dan Pasal yang
penulis teliti.
b. Masyarakat agar lebih berhati-hati kembali dengan keinginannya
untuk poligami, guna tercapainya tujuan pernikahan itu sendiri
3. Bagi Peniliti yang akan datang
Tentunya penelitian ini masih dianggap kurang dan hendaknya dapat
dikembangkan lagi kedepannya sehingga dapat menghasilkan
rekomendasi-rekomendasi.
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BAB IX
BERISTRI LEBIH DARI SATU ORANG
Pasal 55
(1) Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersama anter batas hanya sampai empat orang
istri.
(2) Syarat utama beristri lebih dari satu seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap
istri-istri dan anak-anaknya.
Pasal 56
(1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan
Agama.
(2) Pengajuan permohonan izin dimaskud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara
sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975.
(3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua,  ketiga atau keempat tanpa izin dari
Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.
Pasal 57
Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari
seorang apabila :
a. istritidakdapatmenjalankankewajibansebagaiistri
b. istrimendapatcacatbadanataupenyakit yang tidakdapatdisembuhkan
c. istritidakdapatmelahirkanketurunan
Pasal 58
(1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin
Pengadilan Agama harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-
Undang No.1 Tahun 1974 yaitu :
a. adanya persetujuan istri
b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan
anak-anak mereka
(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah no. 9 tahun
1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi
sekalipun telah ada persetujuan tertulis,  persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisani
istri pada sidang Pengadilan Agama.
(3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila
istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak
dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya
2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian hakim.
Pasal 59
Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih
dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57,
Pengadilan Agama  dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan
mendengar istri yang bersangkutan dipersidangan Pengadilan Agama, dan terhadap
penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi
BAB XII
HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI
BagianKesatu
Umum
Pasal 77
(1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang
sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
(2) Suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan
lahir batin yang satu kepada yang lainnya.
(3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik
Mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
(4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya
(5) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan
kepada Pengadilan Agama.
Pasal 78
(1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
(2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentukan oleh suami istri bersama.
Bagian Kedua
KedudukanSuamiIstri
Pasal 79
(1) Suami adalah kepala keluarga, dan istri ibu rumah tangga
(2) Hak dan kewajiban istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam
kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
(3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
BagianKetiga
KewajibanSuami
Pasal 80
(1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-
hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
(2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup
berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
(3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar
pengetahuan yang berguna dan bermamfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
(4) Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung :
a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
c. biayapendidikanbagianak.
(5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b diatas
mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
(6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut
pada ayat (4) huruf a dan b.
(7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat 5 gugur apabila istri nusyuz
BIODATA
Nama : Ahmad Zia Khakim
Tempat/tgl. Lahir : Bojonegoro, 18 Juni 1994
Alamat : Ds. Sumber  Arum Rt 18 Rw 06 Kec. Ngraho Kab.
Bojonegoro
Jurusan : Syari’ah / Al –Ahwal Al - Syakhsiyyah
HOBI : Belajar dan Mengajar , Menulis dan Tenis Meja
Motto : Hidup sekali, Hiduplah yang Berarti.
(Membaca Atau Mati)
Twitter/FB/IG : Ahmad Zia Khakim/Ahmadziakhakim2044
Blog/web : ziaintelektualprofetik.blogspot.com
Buahpeer.com
Profesi : Mahasiswa
Owners OMAH BBM ( BACA BUKU DAN MENULIS)
Di Bojonegoro
Pengajar Di beberapa Pesantren dan Madrasah
Nama ibu dan  Bapak : Aminatun & M. Ali Susanto
Jenjang Pendidikan : TK Kalirejo Lulus 2001
SD Sumber Arum 03 Lulus 2002
ITTC (Islamic Training Teacher Collage) Lulus 2011
ISID (Institut Study Islam Darussalam) (UNIDA)Lulus
2012
IAIN Surakarta Lulus 2017
Riwayat Organisasi :
NO. Nama Organisasi Jabatan Tahun
1. FP2WS Kader 2009/2010
2. DTTC Ketua 2009/2010
3. TUNISIAN COLLAGE Ketua 2010/2011
4. HMJ Fakultas Sekretaris Umum 2012/2013
5. BEM Fakultas Kemendagri 2014/2015
6. DEMA I Kepala Menteri SDB 2015/2016
7. PK IMM Djazman Alkindi Ketua Bidang Kader 2013/2015
8. PC IMM Ahmad Dahlan Ketua Umum 2016/2017
9. BUMI PC IMM Surakarta Direktur 2014/2015
10. Kops Intruktur PC IMM Surakarta     Anggota 2014/2015
11. KM3 PC IMM Surakarta Anggota 2014/2015
12. Kops Intruktur PC IMM Ahmad Dahlan  Anggota 2015-Skrg
13. Kops Intruktur Madya Kabid Div. Perkaderan Khusus 2016-Skrg
DPD IMM Jawa Tengah
Pengalaman Pelatihan
NO. Nama Tempat Tahun
1. KMD Ponpes Gontor 1 2009
2. KML Ponpes Gontor 1 2010
3. SAKA BAYANGKARA Ponpes Gontor 1 2010
4. DAD FKIP UMS 2013
5. LKMO PK IMM Djazman Alkindi 2013
6. Madrasah Trilogi DPD IMM JATENG 2013
7. BM(Baret Merah Mini) PC IMM Sukoharjo 2014
8. PM3 PC IMM Surakarta 2014
9. DAMI PK IMM Fak. Hukum UMS 2014
10. DAM PC IMM Ciputat 2015
11. LID PC IMM Surakarta 2015
12. LIM DPD IMM Sulsel 2016
Pengalaman Konferensi and Short Corse:
NO NAMA Tempat Tahun
1. Internasionalisasi Muhammadiyah UMS 2014
2. Semnas Media Kode etik UIN Sunan Kalijaga     2014
3. Seminar Internasional KeAgamaan IAIN Surakarta 2014
4. Semnas Kebangsaan Muktamar IMM ke 50 UMS 2014
5. KNIB (Konvensi Nasional Indonesia Berkemajuan)    UMY 2015
6. AMSS (Assosiation Muslim Student Summit) UMY 2015
7. Seminar Fiqh Ekologi Hotel Fave 2015
8. Semnas Hukum Indonesia UGM 2016
9. PIR 34 PP Budi Mulia               2016
10. Kajian Kritis SDM di Indonesia UMM 2017
11. KSPI (kursus Singkat Pemikiran Islam) PSIF UMM 2017
12. Pra Tanwir Muhammadiyah UMM 2017
13. Young Peace Leadhership UPF 2017
Karya:
NO.     Nama penerbit tahun
1. Putih Pengorbanan Merah Perjuangan      Dee Publisher 2016
Meletakkan dasar peradaban di Indonesia
2. Kisah Dalam Tasbih Aria Mandiri 2015
3. Always In My Mind Kaifa Publisher 2015
Pengalaman Lomba: Tempat Tahun
1. KTM (Karya Tulis Ilmiyah Juara 2)    kampus ISID (UNIDA) 2011
2. POSPEDA TENIS MEJA Ponpes Gontor 1 2011
3. DEBAT 3 bahasa Kampus ISID (UNIDA) 2011
4. DKM (Peserta Terbaik Putra) BEM FSE 2012
5. Lomba Debat Hukum Nasional UNNES 2015
6. Lomba Debat MK RI UIN Sunan Kalijaga 2017
Surakarta, 8 April  2017
Penulis,
Ahmad Zia Khakim
NIM. 122121005

